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Pendahuluan

Pembangunan Nasional dilakukan dalam rang-
ka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan bagi seluruh masayarakat
Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap langkah
kebijaksanaan harus tertuju pada pelaksanaan
pembangunan yang merata di seluruh tanah air
dan diselenggarakan demi kepentingan seluruh
masyarakat, dengan harapan agar hasil guna
pembangunan benar-benar dirasakan sebagai u-
saha perbaikan dan peningkatan taraf hidup
masyarakat yang berkeadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia.

Datam rangka lebih memeratakan pembangun-
an di seluruh tanah air, perhatian kita tidak da-
pat terlepas dari dua aspek, yaitu aspek pede-
saan dan aspek perkotaan. Dalam aspek pede-
saan, berarti membicarakan pembangunan ma-
syarakat di pedesaan yang perlu terus diting-
katkan terutama melalui pengembangan ke-
mampuan sumber daya manusia, termasuk
penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya
prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, aspek pembangunan perkotaan per-
lu dilanjutkan dan dilaksanakan secara teren-
cana dan terpadu dengan memperhatikan per-
kembangan penduduk dan faktor internal dan
eksternal kota, sehingga menjamin lingkungan
sehat untuk hidup, bekeria dan berusaha.

Pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai
4,3% per tahun, jauh lebih tinggi dibanding pe-

desaan. Mal ini akibat arus migrasi dari desa ke
kota dan dari kota ke kota yang dapat dilihat
dari sisi positif dan sisi negatif, Bila arus urba-
nisasi disertai migran yang memilki skill tinggi,
maka hal ini dapat menunjang perkembangan
kota, bila diikuti pula migrasi kapital, Namun bi-
la para migran memiliki pengetahuan dan skill
terbatas, maka dapat menambah beban kota a-
tau meningkatkan berbagai permasalzhan kota.

Dalam pembangunan nasional, kota berperan
strategis. Laporan Bank Dunia mengungkap-
kan, investasi di perkotaan mempunyai kon-
tribusi 80% atau febih pada GNP, bahkan kota-
kota di Amerika Latin menyumbang 80% pada
GNP. Di Indonesia diperkirakan menyumbang
sekitar 60%. Ini menunjukkan, bahwa kota-
kota di Indonesia mempunyai peranan penting
dalam mengisi pem- bangunan nasional.

Permasalahan Kota Metropolitan
dan Wilayah Sekitarnya

Pada tahun 2000 diperkirakan penduduk In-
donesia di perkotaan menjadi dua kali lipat, ya-
itu sekitar 76 juta jiwa atau 36% dari jumlah
penduduk Indonesia. Dengan kata lain, dua-
pertiga dari total pertumbuhan penduduk In-
donesia kurun 1980-2000 akan terjadi di wila-
vah perkotaan, setiap tahun penduduk kota a-
kan bertambah sekitar 2,2 juta jiwa. Kon-
sentrasi penduduk kota berada di 10 kota be-
sar, antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Se-
marang, Bandung, Ujung Pandang, Palembang,
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Surakarta, Bogor dan Malang. Permasalahan
kota yang diperkirakan muncul kelak, seperti
masalah lapangan kerja, pemukiman kumuh,
transportasi, pelayanan sosial, sarana dan pra-
sarana. ’

Di samping itu, pada masa mendatang akan
tumbuh lebih dari 800 kota dengan jumlah pen-
duduk rata-rata di atas 20.000 jiwa. Dari jum-
lah tersebut terdapat 18 kota yang becirikan
metropolitan dan kota besar (dengan penduduk
lebih dari 500.000 jiwa) yvang akan menam-
pung hampir 60 persen jumlah penduduk.

Di sini terlihat, bahwa kota metropolitan meru-
pakan sasaran arus urbanisasi dari desa dan ko-
ta di sekitarnya. Padahal di metropolitan belum
tersedia fasilitas untuk mengimbangi laju per-
kembangan tersebut, dan tidak diimbangi puia
dengan tersedianya lapangan kerja. Akibatnya,
muncul pemukiman kumuh, masalah transpor-
tasi, menyempitnya lahan untuk permukim- an,
sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Permasalahan tersebut saat ini cenderung me-
ninggi di metropolitan dibanding di kota sedang
dan kota kecil, seperti terlihat di Jakarta (Jabo-
tabek), Surabaya (Grebangkertosusila), Ban-
dung (Bandung Raya), Medan (Medan Deli Ser-
dang), Semarang (Semarang Ravya), Ujung Pan-
dang (Minasamaupa). Lantas muncul beberapa
fenomena dalam pembangunan perkotaan yang
perlu diperhatikan, antara lain:

1. Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi
dan dampak sosial, Pencapaian target per-
tumbuhan ekonomi vyang tinggi di negara
berkembang mengakibatkan pertumbuhan
kota/perkotaan makin cepat, khususnya kota
besar. Laporan Bank Dunia menunjukkan,
bahwa 25% {300 juta jiwa) penduduk kota
di negara berkembang hidup di bawah garis
kemiskinan.

Hasil Survey BPS 1993 menunjukkan, dari
65.554 desa yang ada, 31,5% (20.633 de-
sa) di antaranya adalah desa miskin. Dari
20.633 desa miskin itu, 1.008 desa berada
di perkotaan atau 14,7% dari seluruh desa di
kota. Sebagian besar lokasi desa miskin di
perkotaan terletak di Jawa dan Sumatera.

Dalam laporan Bank Dunia juga dinyatakan,
bahwa pendapatan per kapita menurun ka-
rena berkurangnya subsidi pemerintah, per-
tumbuhan penduduk yang tinggi dan ren-
dahnya produktivitas kota. Produktivitas ko-
ta menurunakibat kurangnya pelayanan per-
kotaan, kurangnya peraturan dan perundang-
‘undangan, serta lemahnya lembaga penge-
lola kota;
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2. Administrasi pertanahan yang kurang mema-
dai, pengendalian pembangunan perkotaan
tidak efektif serta sengketa tanah menjadi
kasus yang mencnjol. Pada gilirannya, akan
menimbultkan masalah kecemburuan sosial
vang dapat mengganggu stabilitas nasional;

3. Memburuknya lingkungan perkotaan akibat
pembangunan yang berorientasi pada nilai &-
konomi saja. Rusaknya lingkungan perkotaan
ini ditandai meningginya polust buangan
sampah industri, asap kendaraan, kebising-
an, juga pemukiman yang padat, serta pem-
bangunan perumahan yang tidak sesuai par-
aturan sehingga terbentuk kawasan kumuh,

4. Ketidakseimbangan ratio antara permasatah-
an perkotaan dengan kemampuan pemerin-
tah daerah dalam menggali dan memaobilisasi
sumber dana, sehingga menciptakan kondisi
ketergantungan pemerintah daerah pada sub-
sidi dan bantuan pemerintah pusat. Kondisi
kota kecil dan sedang di sekitar wilayah me-
tropolitan lebih parah lagi, karena sumber da-
na untuk perkotaan itu pada ievel pemerintah
daerah secara khusus belum tersedia.

5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara
wilayah metropolitan dengan kota dan pede-
saan di sekitarnya untuk mencapai efisiensi
pembangunan perkotaan dan pelayanan ma-
syarakat, khususnya dalam penataan ruang,
program prasarana perkotaan, pembiayaan.

Kebijaksanaan Pokok Pembangunan
Perkotaan

Suatu kebijaksanaan dan strategi bagi pemba-
ngunan perkotaan disusun karena keinginan un-
tuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran bisa
berasal dari persoalan tertentu (dalam hat ini
sasaran dimaksudkan untuk memecahkan per-
spalan tersebut), atau dari pengenalan terhadap
kesempatan yang belum direalisasikan (dalam
hal ini sasaran dimaksudkan untuk meman-
faatkan kesempatan tersebut). Sasaran untuk
aspek-aspek pembangunan perkotaan yang da-
pat dipengaruhi oleh tindakan pemerintah harus
berasal dari sasaran pembangunan dasar nega-
ra, karena tujuan kebijaksanaan dan strategi
perkotaan adalah untuk mempermudah realisasi
sasaran nasional tersebut.

Dalam kebijaksanaan pengembangan kota kecil
dan wilayah pedesaan di sekitar metropolitan,
ada beberapa isyu sasaran kebiiaksanaan yang
harus mendapat perhatian saat ini, yaitu:
1.Proses globalisasi yang cenderung makin
memudahkan orang berkomunikasi antarkota
bahkan antarnegara yang tentunya berdam-
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pak terhadap kota metropolitan (mega ur-
ban). Di lain pihak, kota inti dalam mega ur-
ban cenderung berkembang lebih Cepat dari
kota-kota kecil di sekitarnya, sehingga eks-
ploitasi sumber daya di kota-kota kecil cen-
derung intensif dan extensif. Kondisi ini
terjadi, karena fungsi kota-kota kecil tersebut
sangat terbatas, sehingga untuk mendorang-
nya sebagai pusat pertumbuhan relatif sulit.
Oleh karena itu, desentralisasi fungsi pada
kota inti, dalam arti pengurangan fungsi ko-
ta inti atau pembatasan fungsi kota inti dan
meningkatkan fungsi kota-kota kecil di se-
kitarnya guna mengurangi kesenjangan per-
tumbuan kota yang akan berdampak lang-
sung pada penduduk sekitarmya. Pengalaman
Jabotabek telah menunjukan hal ini, ditandai
terbitnya Keppres 53/1989 tentang Kawasan
Industri yang secara tidak langsung teiah
meningkatkan peranan kota-kota di wilayah
Botabek sehingga tumbuh relatif pesat. Be-
kasi misalnya, dalam 5 tahun terakhir laju
pertumbuhan penduduknya sekitar 6%/ta-
hun. Hal ini merupakan dampak perluasan
peran tersebut, sehingga terjadi arus migrasi
ke kota-kota di wilayah Botabek yang makin
besar dan mengurangi migrasi ke Jakarta,

. Kerjasama pembangunan wilayah metropo-

litan (kota inti dan kota-kota di sekitarnya)

merupakan kunci utama dalam manajemen

perkotaan. Untuk itu ada 4 hal yang patut di-

kembangkan, vaitu:

a. Kota inti dan kota-kota kecil sekitarnya ha-
rus mempunyai strategi pembangunan e-
konomi perkotaan yang sama dan konsis-
ten dengan strategi pembangunan ekono-
mi nasional. Hai ini diperlukan agar pem-
bagian peran dan fungsi kota dapat diatur
agar pertumbuhan kota dapat mengeli-
minir masalah yang akan muncul.

b. Kota inti dan kota kecil daiam lingkungan
metropolitan agar mempunyai acuan yang
sama dalam RUTRP, yaitu rencana struk-
tur tata ruang metropolitan vang formal
dan menjadi pedeman dalam RUTR kota.

c. Program pembangunan infrastruktur kota-
kota kecil dengan kota intinya harus terin-
tegrasi, antara lain transportasi, air mi-
num, persampahan bahkan jalan kota ser-
ta hal lain yang dianggap perlu.

d. Kerjasama dalam pembiayaan khususnya
dalam pembangunan areal di wilayah per-
batasan antara kota inti dan kota-kota ke-
cil/sedang sekitarnya serta antara kota ke-
cil/sedang yang berbatasan.

. Pengembangan manajemen lahan. Lahan per-

kotaan makin lama makin fangka dan tentu

semakin tinggi harganya. Akibatnya, akan
mempengaruhi biaya investasi pembangunan
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di perkotaan. Naiknya harga tanah ini akan
semakin tajam, karena didorong spekulasi ta-
nah para spekulan. Di samping itu, kenaikan
harga tanah pada kota inti metropolitan akan
mendorong pula kenaikan harga tanah kota-
kota kecil di sekitarnya. Untuk itu, perlu di-
kembangkan manajemen lahan dalam upaya
menyediakan dan memanfaatkan tanah de-
ngan cepat dan tepat sesuai tata ruang kota,

. Pengembangan skema pembangunan mandi-

ri. Saat ini di Indonesia telah dikembangkan
skema pembangunan mandiri yang secara ti-
dak iangsung merupakan instrumen untuk
pengentasan kemiskinan. Contoh yang aktu-
al adalah peremajaan kota di Samarinda yang
dikenal dengan proyek Citra Niaga. Dalam
skema ini, partisipasi masyarakat dan swasta
merupakan kunci sukses. Skema semacam
ini perlu dikembangkan di kota-kota metro-
politan dan kota kecil di sekitarnya dalam u-
paya pengentasan kemiskinan di perkotaan,

. Pengembangan kelembagaan dalam pena-

nganan pembangunan perkotaan terutama di
kota kecil dan sedang yang belum berstatus
perlu segera ditangani, karena sampai saat
ini belum ada lembaga khusus yang mena-
ngani administrasi dan manajemen pemba-
ngunan kota-kota tersebut. Hal ini sangat di-
perlukan untuk mengantisipasi permasalahan
perkotaan, terutama dalam koordinasi pem-
bangunarn kota besar dengan kota kecil di se-
kitarnya serta pengendalian pembangunan
perkotaan sesuai rencana tata ruang. Untuk
itu lembaga-lembaga yang periu dibentuk
kabupaten di sekitar wilayah metropolitan a-
dalah Dinas Tata Kota.

. Dalam mengantisifasi masalah migrasi dan

urbanisasi di kota kecil dan wilayah pedesa-

an, maka dikembangkan program pengemba-

ngan wilayah terpadu {PPWT) dan program
kawasan terpadu (PKT) yang bertujuan:

a. Meningkatkan secara langsung pendapat-
an/kesejahteraan golongan masyarakat pe-
desaan dan perkotaan berpenghasilan ren-
dah .di daerah yang berpotensi tetapi be-
lum berkembang,

b. Meningkatkan kemampuan;

- aparatur Pemda Tingkat I, il dan keca-
matan yang terlibat langsung,

- aparatur pemerintah pusat dalam rangka
membina program,

c. Membuka daerah terisolir, terpencil, per-
batasan, kritis dan minus, pusat produksi
dan pemasaran serta daerah wisata dan
memperlancar arus angkutan barang,

d. Menciptakan keterbukaan masyarakat me-
falui pendidikan dan penyuluhan guna
membuka isolasi sosial masyarakat,

€. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
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